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TAHUN 2020 TENTANG PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA
PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI
GUDANG YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana
Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penugasan
Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana
Perdagangan berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang didanai
Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020;

Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014,Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor
68 Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/ PMK.07/2008, Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016, Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019

Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

1. Peraturan Menteri Perdagangan ini dimaksudkan sebagai dasar bagi bupati/wali
kota yang menerima penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kegiatan
Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang
nonsistem resi gudang yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun
Anggaran 2020;



10.

Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan

gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan

untuk:

a. mendorong kelancaran arus barang;

b. menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;

c. menjaga kestabilan harga;

d. mewujudkan pasar yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib, dan ruang publik
yang nyaman;

e. meningkatkan kesempatan berusaha; dan

f.  meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.

Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa gudang nonsistem

resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kategori gudang

berpendingin atau tidak berpendingin

Menteri menugaskan kepada bupati/wali kota untuk melaksanakan kegiatan

Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang

nonsistem resi gudang yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun

Anggaran 2020

Bupati/wali kota bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan baik fisik

maupun administrasi

Penugasan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar

rakyat dan gudang nonsistem resi gudang tidak dapat dipindahtugaskan kepada

pihak lain

Bupati/wali kota menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan kegiatan

Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang

nonsistem resi gudang untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri

Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang

nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang tidak

dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan,

Pembangunan/Revitalisasinya dilanjutkan oleh proses hibah kabupaten/kota.

Pembangunan/ Revitalisasi dimaksud pada ayat (1) menggunakan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bupati/wali kota sebelum melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana

perdagangan wajib menandatangani Pakta Integritas /

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal
9 April 2020



